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TIENTANG

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU

SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HILIR,

.

bahwa untuk berdirinya Satuan Pendidikan Non Formal di
Kabupaten Rokan THilir diperlukan legalitas hukum  dalam
bentak Izin Operasional yang dikukuhkan dengan Keputusan
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Rokan Hilir:

bahwa  untuk  dikeluarkan  Surat  [zin Operasional
scbagaimana dimaksud hurul a harus memenuhi ketentuan
vang berlakug

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b perlu menctapkan Keputusan
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu tentang Persetujuan Izin Pendirian Program atau
Satuan Pendidikan Non Formal;

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan MHulu, Kabupaten
Rokan  Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota
Batam (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 1999
Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3902), sebagaimana telah diubab  terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan
Ketipa Atas Undanp-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,
Kabupaten  Rokan  Hilir,  Kabupaten  Sjak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi
dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 4880);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang  Sistim
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik ]ﬁ'lduncsia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemenntahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Ne
Republik Indonesia Nomor 5587) sehagaimana tel
beberapa kali, terakhir dengan Undnny;Un(hmg Nomor ¢
Tuliun 2015 tentang Perubahan Kedua Aras U i

! sk F ndang- :

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pc.'mcxintah(eulh l]J)nd.df]lg

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 N()mu“;:t;‘
<\ or 5§,

Tambahan  Lembaran  Negars ik
ki : ; gara. Republik  Ind, )
mesia Nomor

gara
ah diubah

5079),
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Undang-unding Nomor 11 Tahuie 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

245, Tambahan Lembaran MNepara Republik Indonesia Nomaor

6HT7A),

Peraturan  Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Penvelenpoaraan Pendidikan  (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan

Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 5 105)

schagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2010  tentang  Pengelolaan  dan
Penyelenggaraan  Pendidiloan (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5167);

Peraturan  Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018  tentang
Pelavanan Perizinan Berusaha Terinteprasi Secara Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90,
Tambahan  Lembaran Nepara Republik  Indonesia Nomor
6215);

Peraturan  Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penvelenggaraan Perizinan Berusaha Jerbasis Ristko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15,
Tambahan  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Nomor
66 17);

Peraturan  Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81
Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36
Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan
Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

Peraturan Mentert Pendidikan dan Kemudayaan Nomor 84
Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia
Dini;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang  Penyclenggaraan  Pelayanan Terpadu  Satu Pintu
Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1956);

Surat Edaran Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian lzin
Pendirian Satuan Pendidikan;

Peraturan Dacrah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor
11} sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Rokan Hilir Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat
Dacrah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten
Rokan Hilir Tahun 2019 Nomor 13) '
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Peraturan Bupati Rokan Hiliv Nomor 58 Tahun 2016 tentang,
i\)('muhx\\nn, susunan Orgarnsast, Tapas, Fungs: Dan Tata
Kerpa Dinas Penanaman Modal dan Pelayan ;"t"ri):uhl St
Pintu Kabupiaten Rokan il (Berita Dacrah Kabupaten
Rokan Hiir Tahun 2010 Nomor 58);

1o, Peraturan Bupati Rokan Hilw Nomor 33 Tahun 2020 tentang,
Pendelepasian Kewenangan i Bidang Pelayan dan
Penandatangan Perizinan dan NonPerizinan Kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rokan Hilirg
MEMUTUSKAN :
- TN | N
Venetapkan  © KEPUTUSAN  KEPALA  DINAS PENANAMAN MODAL “.A{.ﬂ
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG PEMBERIAN [ZIN
PENDIRIAN ATAU SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL.
Kesatu . Memberikan Persctujuan Izin Pendirian Program Atau Satuan
Pendidikan:
Nama Yayasan - PKBM IMAM AN NA\_VAW! - ik
Jenis Pendidikan . Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PK ! .)
Alamat - JI. Lintas Ujung Tanjung-Bagansiapiapl
Gg Binjai
Kelurahan/ : Rimba Melintang
Kepenghuluan '
Kecamatan - Rimba Mehintang
Kabupaten : Rokan Hilir
Penanggungjawab - Romadhona Darma Putra, SAg
Rekomendasi OPD : 421 /DISDIKBUD-LKP/2022/083
Kedua . persetujuan  lzin Pendirian Program  atau Satuan Pendidikar
e PKBM IMAM AN NAWAWI berlaku selama 4 (empat) tahuw
terhitung mulai tanggal 28 April 2022 s.d 28 April 2026
Ketiga . Keputusan i mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 28 April 2022
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